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Pendahuluan 

Pertumbuhan dan perkembangan pesat aktifitas dan lembaga keuangan syari’ah (LKS) 
di Indonesia saat ini, seperti perbankan syariah, asuransi syariah, pembiayaan syariah, 
obligasi syariah ( shukuk al-istitsmar ), dan lain sebagainya menuntut para praktisi, 
regulator, dan bahkan akademisi bidang keuangan syariah untuk senantiasa aktif dan 
kreatif dalam rangka memberikan respon terhadap perkembangan tersebut. Para praktisi 
dituntut melakukan penciptaan berbagai produk; regulator membuat regulasi yang 
mengatur dan mengawasi produk yang ditawarkan dan laksanakan oleh praktisi; dan 
akademisi pun dituntut memberikan pencerahan dan tuntunan agar produk maupun 
regulasi benar-benar tidak menyimpang dari prinsip-prinsip syariah. 

Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dan mengembangkan industri atau 
bisnis praktisi telah melakukan berbagai upaya untuk mecipatakan produk-produk baru 
atau bahkan -dan ini yang paling banyak — melakukan adaptasi dan ”syariatisasi” 
terhadap produk-produk lama (konvensional). Untuk yang terakhir ini, mengingat 
fungsinya masih relavan dan dan diperlukan, nama produk lama tetap dipertahankan, 
tentu saja dengan diberi label khusus untuk membedakannya dari produk konvensional; 
misalnya diberi kata "syariah” atau kini -untuk di lungkungan perbankan syariah sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku — diberi label ”iB”. Sebagai contoh 
dapat dikemukakan antara lain kartu kredit syariah, asuransi syariah, obligasi syariah, 
FX iB, dan -isu kabar yang bergulir di akhir Mei 09 lalu— Islamic Swap. 

Salah satu parameter untuk menilai suatu produk apakah telah memenuhi prinsip 
syariah atau tidak adalah dengan memperhatikan akad-akad dan berbagai ketentuannya 
yang digunakan dalam produk tersebut. Produk-produk dalam kegiatan keuangan 
syariah, jika terhadapnya dilakukan al-takyif al-fiqi, beberapa atau bahkan sebagian 
terbesar ternyata mengandung beberapa akad. Sebagai contoh, dalam transaksi kartu 
kredit syariah terdapat akad ijarah, qardh, dan kafalah; obligasi syariah mengandung 
sekurang-kurangnya akad mudharabah (atau ijarah) dan wakalah, serta terkadang 
disertai kafalah atau wa’d; Islamic Swap mengandung beberapakali akad tawarruq, bai’, 
wakalah, sharf dan terkadang atau selalau disertai wa’d. Dalam setiap transaksi, akad- 
akad tersebut dilakukan secara bersamaan atau setidak-tidaknya setiap akad yang 
terdapat dalam suatu produk tidak bisa ditinggalkan, karena kesemuanya merupakan 
satu kesatuan. Transaksi seperti itulah yang dalam tulisan ini diistilahkan dengan "Multi 
Akd” yang kini dalam peristilahan fikih muamalat kontemporer (fiqh al-mu ’amalat al- 
maliyah al-mu ’ashirah) disebut dengan al- ’uqud al-murakkabah. 

Dengan banyaknya transaksi modem yang menggunakan multi akad sebagaimana 
disinggung di atas, kini atau bahkan pada dasawarsa terakhir ini mulai ramai 
diperbincangkan para pakar fikih sekitar keabsahan dari multi akad. Sejumlah tulisan, 
mulai tulisan berbentuk artikel sampai dengan tulisan ilmiah serius seperti tesis dan 
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disertasi, bermunculan. Penulis pun menulis disertasi dengan topik Konsep dan 
Dhawabith Multi Akad dalam Fatwa DSN-MUI. 

Perbincangan dan perdebatan mengenai keabsahan multi akad ini muncul bukan tanpa 
sebab. Sejumlah hadis Nabi -sekurangnya tiga buah hadis — secara lahiriah {ma’na 
zhahir) — menunjukkan larangan penggunaan multi akad. Misalnya, hadis tentang 
larangan untuk melakukan bai’ dan salaf, larangan bai’ataini fi bai’atin, dan shafqataini 
fi shafqatin. Dengan adanya hadis-hadis tersebut kiranya sangat wajar jika timbul 
pertanyaan, apakah produk-produk keuangan syariah yang menggunakan multi akad 
dapat diapandang memenuhi prinsip syariah atau sebaliknya. 

Tulisan sederhana ini tidak dimaksudkan untuk menganalisis secara lengkap dan tafshil 
terhadap produk-produk dimaksud melainkan hanya sekedar akan membincang apa dan 
bagaimana sebenarnya konsep multi akad, multi akad seperti apa yang memenuhi 
prinsip syariah, dan tentu saja apa yang dumaksudkan oleh Nabi dengan hadis-hadisnya 
tersebut, sebagai bahan diskusi. 

A. Pengertian, Jenis, dan Model Multi Akad 

Multi dalam bahasa Indonesia berarti (1) banyak; lebih dari satu; lebih dari 
dua; (2) berlipat ganda. 1 Dengan demikian, multi akad dalam bahasa Indonesia 
berarti akad berganda atau akad yang banyak, lebih dari satu. 

Sedangkan menurut istilah fikih, kata multi akad merupakan terjemahan dari 
kata Arab yaitu al-’uqud al-murakkabah yang berarti akad ganda (rangkap). Al- 
’uqud al-murakkabah terdiri dari dua kata al-’uqud (bentuk jamak dari ‘aqd) dan al- 
murakkabah. Kata ‘aqd sudah dijelaskan secara khusus pada bagian sebelumnya. 
Sedangkan kata. Al-murakkabah ( murakkab ) secara etimologi berarti al-jam’u, yakni 
mengumpulkan atau menghimpun. 2 Kata murakkab sendiri berasal dari kata 
" rakkaba-yurakkibu-tarkiban" yang mengandung arti meletakkan sesuatu pada 
sesuatu yang lain sehingga menumpuk, ada yang di atas dan yang di bawah. 3 
Sedangkan murakkab menurut pengertian para ulama fikih adalah sebagai berikut: 

1. Himpunan beberapa hal sehingga disebut dengan satu nama. Seseorang 
menjadikan beberapa hal menjadi satu hal (satu nama) dikatakan sebagai 
melakukan penggabungan ( tarkib ). 


1 Tim Penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), Edisi Kedua, hal. 
671 

2 Al-Tahanawi, Kasysyaf Ishthilahat al-Funun, (Beirut: Dar Shadir, tt.), J. 2, hal. 534 kata al-jam’ 
menunjukkan berkumpulnya sesuatu ( tadhamm al-syai ’) 

3 Al-Jauhari, Al-Shihah, j. 1, hal. 139. Al-Fairuz al-Abadi, Al-Qamus al-Muhtth, hal. 1 17 
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2. Sesuatu yang dibuat dari dua atau beberapa bagian, sebagai kebalikan dari 
sesuatu yang sederhana (tunggal /basith) yang tidak memiliki bagian-bagian. 

3. Meletakkan sesuatu di atas sesuatu lain atau menggabungkan sesuatu dengan 
yang lainnya. 4 5 

Ketiga pengertian ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing 
untuk menjelaskan makna persis dari istilah murakkab. Pengertian pertama lebih 
tepat untuk digunakan karena mengandung dua hal sekaligus, yaitu terhimpunnya 
beberapa hal dan bersatunya beberapa hal itu yang kemudian menjadi satu 
pengertian tertentu. 

Pengertian kedua tidak menjelaskan akibat dari terhimpunnya beberapa hal itu. 
Meski pengertian kedua menyatakan adanya gabungan dua atau beberapa hal, tetapi 
tidak menjelaskan apa dan bagaimana setelah terjadi penggabungan tersebut. 
Pengertian terakhir lebih dekat kepada pengertian etimologis, tidak menjelaskan 
pengertian untuk suatu istilah tertentu. 

Dengan demikian pengertian pertama lebih dekat dan pas untuk menjelaskan 
maksud al-’uqud al-murakkabah dalam konteks fikih muamalah. Karena itu, akad 
murakkab menurut Nazih Hammad adalah: 

kllSjllj 4-igJl j j (J «’i >yi °° . — ( <LoL*^s ^l^jl jjl 

» „t-. lilli ClUa. y> ... kjjLjaAllj ASjJollj j (jiajallj 

•iSaJ! jliil kjliaj 4 JL-aijyij jaJillj jjjijll (JjSj V 4D.la.lj Ig-ilc. clsLol jlWIj (jjjiaJI 

5 .^Ijli 

"Kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu akad yang mengandung dua 
akad atau lebih —seperti jual beli dengan sewa menyewa, hibah, wakalah, qardh, 
muzara’ah, sahraf (penukaran mata uang), syirkah, mudharabah ... dst,— sehingga 
semua akibat hukum akad-akad yang terhimpun tersebut, serta semua hak dan 
kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat 
dipisah-pisahkan, sebagaimana akibat hukum dari satu akad. " 

Sedangkan menurut Al-‘Imrani akad murakkab adalah: 


4 Abdullah bin Muhammad bin Abdullah al-‘Imrani, Al- ’uqud al-Maliyah al-Murakkabah: Dirasah 
Fiqhiyyah Ta’shiliyah wa Tathbiqiyyah, (Riyadh: Dar Kunuz Eshbelia li al-Nasyr wa al-Tauzi’, 2006), 
cet. ke-1, hal. 45 

5 Nazih Hammad, Al-’uqud al-Murakkabah fi al-Fiqh al-Islamy, (Damaskus: Dar al-Qalam, 2005), 
cet. ke-1, hal. 7 
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i.-ljrLj -(Jjlajllj! Jjjjai tfrjlc. (J a\ >aj 4-JLJI JjinJI _a 

® ..ialjll Jtell jIjI 4j11oj l^jlc. Ujjiall dlLaljjlVIj 

"Himpunan beberapa akad kebendaan yang dikandung oleh sebuah akad —baik 
secara gabungan maupun secara timbal balik— sehingga seluruh hak dan 
kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai akibat hukum dari satu akad. " 

Selain istilah akad murakkab, ada beberapa istilah lain yang digunakan ahli fikih 
yang memiliki hubungan, kemiripan, dan kesamaan dengan pengertian akad 
murakkab. Istilah-istilah itu antara lain al-’uqud al-mujtami’ 'ah, al-’uqud al- 
muta’ addidah, al-’uqud al-mutakarrirah, al-’uqud al-mutadakhilah, al-’uqud al- 
mukhtalithah. Berikut adalah penjelasan pengertian dari beberapa istilah yang mirip 
dengan murakkab ini. 

1. Al-ijtima’; kata ini mengandung arti terhimpun atau terkumpul, lawan dari 
terpisah. Sesuatu yang terhimpun dari beberapa bagian meski tidak menjadi satu 
bagian adalah arti dari kata ijtima’. 6 7 Dengan begitu al-’uqud al-mujtami’ ah 
berarti terhimpunnya dua akad atau lebih dalam satu akad. 

Sekilas ada persamaan antara istilah murakkab dan mujtami’ah, yaitu 
adanya unsur terhimpunnya beberapa akad dalam satu akad. Bedanya, dalam 
murakkab beberapa akad itu lebur menjadi satu akad (transaksi) yang memiliki 
implikasi dan satu akibat hukum. Sedangkan dalam mujtami’ah, belum tentu 
terjadi peleburan akad. Artinya, dalam ijtima’ beberapa akad itu dapat melebur 
menjadi satu akad dan dapat pula akad-akad tersebut berdiri sendiri-sendiri. 
Dalam kondisi pertama, akad mujtami’ah dapat disebut dengan —dan merupakan 
salah satu bentuk— akad murakkab', sedangkan dalam kondisi kedua (tidak 
melebur menjadi satu), ia tidak dapat dikategorikan akad murakkab. Contoh 
akad mujtami’ah adalah akad sewa-menyewa ( ijarah ) dan jual beli (b a ’i) yang 
digabungkan menjadi satu meskipun kedua akad tetap eksis. 

Dengan demikian, pengertian ijtima’ ( mujtami’ah ) lebih luas dari pada 
murakkab, karena ijtima’ mencakup murakkab dan tidak murakkab. Ulama pun 
tidak sekata atas penggunaan istilah ijtima’ ini. Al-Imrani tampaknya 


6 Abdullah bin Muhammad bin Abdullah al-‘Imrani, Al-’uqud al-Maliyah al-Murakkabah, hal. 46 

7 Ibnu Mandlur, Lisan al-‘Arab, J. 8, hal. 53. lihat juga al-Fairuz Abadi, Al-Qamus al-Muhith, hal. 
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membedakan istilah murakkab dan mujtami’ah, seperti diuraikan di atas. 8 Akan 
tetapi Nazih terlihat mempersamakan istilah murakkab dan mujtami’ah. Dalam 
beberapa pembahasan, Nazih mencampuradukkan antara istilah akad murakkab 
dan akad mujtami’ah. 9 

2. Al-Ta'addud. Kata ta'addud berarti berbilang dan bertambah. Ta'addud dalam 
terminologi akad adalah adanya tambahan jumlah syarat, akad, pelaku, harga, 
objek, atau sejenisnya. 10 

Istilah ta'addud lebih umum dari pada murakkab. Akad murakkab yang 
diartikan sebagai terhimpunnya dua akad atau lebih dalam satu akad, adalah 
makna dari terbilang ( ta'addud) dalam akad. Bedanya, ta'addud mengandung 
persoalan-persoalan yang tidak termasuk dalam tujuan akad murakkab, seperti 
berbilangnya dua pihak, atau dalam harga, benda, atau lainnya. 11 Karena itu ada 
perbedaan mendasar antara murakkab dan ta'addud, di mana murakkab 
mengandung konsekuensi satu, sedangkan ta'addud konsekuensinya bisa 
berbilang. 

3. Al-tikrar. Al-tikrar berarti berulang. Kata ini digunakan untuk menunjukkan 
adanya proses terhimpun atau terulangnya sesuatu. Sedangkan secara 
terminologi Al-tikrar diartikan sebagai mengulangi sesuatu yang telah 
dilakukan. Dalam hal akad Al-tikrar berarti mengulangi akad yang telah 
dilakukan sebelumnya. 12 Bedanya dengan murakkab dalam akad, kalau Al-tikrar 
meski berarti pula mengumpulkan tetapi maksud yang paling tetap untuk istilah 
ini adalah mengulangi akad yang sudah dilakukan dalam beberapa transaksi. 
Sedangkan dalam murakkab yang terjadi adalah terhimpunnya dua akad atau 
lebih menjadi satu akad atau transaksi. 

4. Al-tadakhul. Al-tadakhul secara bahasa berarti masuk ( al-wuluj ), masuknya 
sesuatu pada sesuatu yang lain, keserupaan beberapa hal dan dan saling meliputi. 
Al-tadakhul juga berarti masuknya suatu bagian pada bagian yang lain. Arti 

8 Al-‘Imrani, Al-’uqud al-Maliyah al-Murakkabah, hal. 47 - 48 

9 Nazih Hammad, Al-’uqud al-Murakkabah .... hal. 7 dst. Lihat juga Nazih Hammad, Qadhaya 
Fiqhiyyah Mu'ashirahfi Al-Mal wa al-Iqtishad, (Damaskus: Dar al-Qalam, 2001), h. 249-273. 

10 Al-‘Imrani, Al-’uqud al-Maliyah al-Murakkabah, hal. 49 

11 Al-‘Imrani, Al-’uqud al-Maliyah al-Murakkabah, hal. 49 

12 Al-‘Imrani, Al-’uqud al-Maliyah al-Murakkabah, hal. 50 
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terakhir ini lebih spesifik karena yang masuk adalah suatu bagian pada bagian 
yang lainnya, sedangkan pengertian pertama lebih luas karena mencakup 
masuknya sesuatu pada sesuatu yang lain. Sesuatu itu dapat berupa bagian atau 
suatu yang utuh. 

Dalam terminologi fikih, Al-tadakhul diartikan sebagai terhimpunnya suatu 
hal tertentu dalam dua ketentuan hokum agama (syar'i) dan cukup hanya 
melakukan salah satu ketentuan hukum tersebut pada umumnya boleh dipilih, 
namun akibat hukum keduanya atau salah satunya dapat tercapai. 13 Dari 
pengertian ini, al-tadakhul mengandung pula makna pengumpulan. Akan tetapi 
pengumpulan akad di sini dapat tercukupi dengan salah satu akadnya, tanpa 
akad yang lain. Sementara pada murakkab, kedua akad atau lebih tidak bisa 
dipisahkan satu dari yang lainnya. Keduanya digabungkan menjadi satu 
transaksi tersendiri yang berakibat hukum pada objek transaksi dengan akibat 
yang satu. Jadi jelas, perbedaan mendasarnya bahwa murakkab meniscayakan 
leburnya dua atau lebih akad menjadi satu yang memiliki akibat hukum yang 
satu pula (dalam arti tidak bisa dipisahkan), namun akad-akad tersebut harus 
dilaksanakan. 

5. Al-Ikhtilath. Kata ini memiliki makna yang sama dengan al-jam’u. Al-Ikhtilath 
berarti terhimpun, terkumpul, insert ( tadakhul ), dan melebur. Seperti contoh 
seseorang mencampurkan sesuatu pada yang lain, maka keduanya tercampur 
atau terkumpul. Tercampurnya dua hal itu bisa berakibat melebur menjadi satu 
sehingga kedua hal itu tidak bisa dibedakan seperti tercampurnya barang-barang 
cair, dan bisa juga dibedakan seperti dikumpulkannya suatu hewan dengan 
hewan yang lain. 

Multi akad ( ‘uqud mukhtalithah ) mengandung arti seperti akad murakkab, 
yaitu akad-akad yang terhimpun dalam satu akad yang menimbulkan akibat 
hukum satu akad. 14 

‘Uqud mukhtalithah ( contract mixed) adalah menghimpun beberapa akad 
modern di mana satu akad melebur dengan akad lainnya. Dengan kata lain akad 


13 Al-‘Imrani, Al-’uqud al-Maliyah al-Murakkabah, hal. 51 

14 Al-‘Imrani, Al-’uqud al-Maliyah al-Murakkabah, hal. 52 
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yang terdiri dari peleburan beberapa akad yang berbeda menjadi satu akad. 15 
Contoh akad yang mukhtalith adalah kost (mengontrak rumah). Beberapa akad 
yang ada di dalamnya adalah akad sewa untuk ruangan tinggal, akad bekerja 
sebagai pembantu, akad jual beli berkenaan dengan makanannya, dan akad 
wadi'ah berkenaan dengan penitipan barang-barang ( amti’ah ). 

Akad mukhtalith digunakan pula untuk menyebutkan akad murakkab. 
Keduanya memiliki makna yang sama, hanya berbeda dari sisi kedalaman 
maknanya saja. Kata murakkab lebih spesifik dan khusus untuk multi akad 
ketimbang mukhtalith yang dapat pula mengandung arti yang lain. 16 Baik akad 
murakkab maupun mukhtalith dimaksudkan untuk menyatakan terhimpunnya 
beberapa akad menjadi satu akad dan berimplikasi hukum satu pada objek 
akadnya. 

B. Macam-macam Multi Akad 

Al-‘Imrani membagi multi akad dalam lima macam, yaitu al-’uqud al- 
mutaqabilah, al-’uqud al-mujtami’ ah, al-’uqud al-mutanaqidhah wa al-mutadhadah 
wa al-mutanafiyah, al-’uqud al-mukhtalifah, al-’uqud al-mutajanisah. Dari lima 
macam itu, menurutnya, dua macam yang pertama; al-’uqud al-mutaqabilah, al- 
’uqud al-mujtami’ ah, adalah multi akad yang umum dipakai. Berikut penjelasan dari 
lima macam multi akad tersebut. 

1 . Akad Bergantung/Akad Bersyarat ( al - ’uqud al-mutaqabilah ) 

Taqabul menurut bahasa berarti berhadapan. Sesuatu dikatakan 
berhadapan jika keduanya saling menghadapkan kepada yang lain. Sedangkan 
yang dimaksud dengan al-’uqud al-Mutaqabilah adalah multi akad dalam 
bentuk akad kedua merespon akad pertama, 17 di mana kesempurnaan akad 
pertama bergantung pada sempurnanya akad kedua melalui proses timbal balik. 
Dengan kata lain, akad satu bergantung dengan akad lainnya. 


15 Ramadhan Muhammad Abu al-Sa’ud, Mabadi al-Iltizamfi al-Qanun al-Mishri wa al-Banania, 

hal. 42 

16 Al-‘Imrani, Al-’uqud al-Maliyah al-Murakkabah, hal. 53 

17 Imam Malik ibn Anas, Al-Mudawwanah al-Kubra, j. 4, (Beirut: Dar al-Shadir, 1323 H), cet. ke- 
1, hal. 126 
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Dalam tradisi fikih, model akad seperti ini sudah dikenal lama dan 
praktiknya sudah banyak. Banyak ulama telah membahas tema ini, baik yang 
berkaitan dengan hukumnya, atau model pertukarannya; misalnya antara akad 
pertukaran (mu'awadhah) dengan akad tabarru’, antara akad tabarru' dengan 
akad tabarru' atau akad pertukaran dengan akad pertukaran. Ulama biasa 
mendefinisikan model akad ini dengan akad bersyarat (isytirath ‘aqd bi ‘aqd ). 18 

2. Akad Terkumpul ( al - ’uqud al-mujtami ’ah ) 

Al-’uqud al-mujtami’ah, adalah multi akad yang terhimpun dalam satu 
akad. Dua atau lebih akad terhimpun menjadi satu akad. Seperti contoh "Saya 
jual rumah ini kepadamu dan saya sewakan rumah yang lain kepadamu selama 
satu bulan dengan harga lima ratus ribu". 

Multi akad yang mujtami'ah ini dapat terjadi dengan terhimpunnya dua 
akad yang memiliki akibat hukum berbeda di dalam satu akad terhadap dua 
objek dengan satu harga, dua akad berbeda akibat hukum dalam satu akad 
terhadap dua objek dengan dua harga, atau dua akad dalam satu akad yang 
berbeda hukum atas satu objek dengan satu imbalan, baik dalam waktu yang 
sama atau waktu yang berbeda. 

3. Akad berlawanan ( al-’uqud al-mutanaqidhah w a al-mutadhadah wa al- 
mutanafiyah ) 

Ketiga istilah al-mutanaqidhah, al-mutadhadah, al-mutanafiyah memiliki 
kesamaan bahwa ketiganya mengandung maksud adanya perbedaan. Tetapi 
ketiga istilah ini mengandung implikasi yang berbeda. 

Mutanaqidhah mengandung arti berlawanan, seperti pada contoh 
seseorang berkata sesuatu lalu berkata sesuatu lagi yang berlawanan dengan 
yang pertama. Seseorang mengatakan bahwa sesuatu benar, lalu berkata lagi 
sesuatu itu salah. Perkataan orang ini disebut mutanaqidhah, saling berlawanan. 
Dikatakan mutanaqidhah karena antara satu dengan yang lainnya tidak saling 
mendukung, melainkan mematahkan. 19 

4. Akad berbeda (al- ’uqud al-mukhtalifah ) 


18 Al’Iinrani, Al-’uqud al-Maliyah al-Murakkabah, hal. 57 

19 Ashfahany, Mu ’jam Mufradat alfadz al-Qur’an, hal. 525 
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Yang dimaksud dengan multi akad yang mukhtalifah adalah terhimpunnya 
dua akad atau lebih yang memiliki perbedaan semua akibat hukum di antara 
kedua akad itu atau sebagiannya. Seperti perbedaan akibat hukum dalam akad 
jual beli dan sewa, dalam akad sewa diharuskan ada ketentuan waktu, sedangkan 
dalam jual beli sebaliknya. Contoh lain, akad ijarah dan salam. Dalam salam, 
harga salam harus diserahkan pada saat akad (fi al-majlis), sedangkan dalam 
ijarah, harga sewa tidak harus diserahkan pada saat akad. 

Perbedaan antara multi akad yang mukhtalifah dengan yang 
mutanaqidhah, mutadhadah, dan mutanafiyah terletak pada keberadaan akad 
masing-masing. Meskipun kata mukhtalifah lebih umum dan dapat meliputi 
ketiga jenis yang lainnya, namun dalam mukhtalifah meskipun berbeda tetap 
dapat ditemukan menurut syariat. Sedangkan untuk kategori berbeda yang ketiga 
mengandung adanya saling meniadakan di antara akad-akad yang 
membangunnya. 20 

Dalam kajian ini, yang dimaksud dengan mutanaqidhah adalah: 

a. Dua hal yang tidak dapat terhimpun secara bersama (pada saat yang sama) 
dan tidak pula dapat tiada pada saat yang sama, seperti hadirnya seseorang 
dan ketidakhadirannya. Jika seseorang hadir, maka tidak hadirnya tiada, 
tetapi jika tiada hadir yang ada, maka hadirnya tiada. 21 

b. Dua hal yang saling bertolak belakang dan berlawanan, yang mana 
kehadiran yang satu menuntut ketiadaan yang lainnya, begitu pula 
sebaliknya. Seperti contoh antara menyerahkan (ijab) dan menarik ( salb ). 22 

c. Dua hal yang saling menafikan antara yang satu dengan lainnya. 23 

Sedangkan arti etimologi dari mutadhadah adalah dua hal yang tidak 
mungkin terhimpun dalam satu waktu, seperti antara malam dan siang. Secara 
terminologis, mutadhadah diartikan: 


20 Ashfahany, Mu’jam Mufradat alfadz al-Qur’an, hal. 2157 

21 Al-Qarafy, Syarh Tanqih al-Fushul, hal. 97 juga Mahmud Hamid Utsman, Al-Qamus al-Mubinfi 
Ishthilahat al-Ushuliyyin, (Riyadh: Dar al-Zahim, 1423 H), cet. ke-1, hal. 292 

22 Al-Jurjany, al-Ta’rifat, hal. 93 juga Al-Kafawy, al-Kulliyat, hal. 305 

23 Ibn Qudamah, Raudhat al-Nadzir, hal. J. 1, hal. 1 14 
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a. Dua hal yang tidak dapat terhimpun pada saat yang sama, dan mungkin 
dapat hilang keduanya meskipun ada perbedaan dalam hakekatnya, seperti 
antara hitam dan putih. 

b. Dua sifat yang saling mengganti (muta’ aqiban) pada satu objek, namun tidak 
mungkin disatukan, seperti hitam dan putih. 

c. Saling menerima dan menafikan secara umum dan dalam kondisi tertentu, 
seperti hitam dan putih. 

d. Sesuatu yang tidak mungkin dipersatukan dalam satu objek. 

Tampak jelas perbedaan antara mutanaqidhah dan mutadhadah. Pada 
mutanaqidhah tidak mungkin dua hal bertemu dan keduanya tidak mungkin 
tiada pada saat yang sama, seperti pergi dan pulang. Sedangkan mutadhadah dua 
hal tidak mungkin dipersatukan saling meniadakan seperti hitam dan putih, 
tetapi keduanya mungkin tiada pada saat yang sama. Sesuatu yang merah dapat 
menggantikan yang putih atau hitam . 24 

Adapun arti dari mutanafiyah adalah menafikan, lawan dari menetapkan. 
Mutanafiyah diartikan sebagai: 

a. Mustahilnya penyatuan dua hal dalam satu waktu pada satu objek, seperti 
antara hitam dan putih, ada dan tiada. 

b. Satu tempat (obyek) dengan berbeda keadaan, baik karena kondisi bertolak 
belakang seperti bergerak dan diam, atau kondisi berlawanan seperti berdiri 
dan duduk. 

c. Mustahilnya kemungkinan bertemunya dua hal yang bertolak belakang 
dalam satu tempat, satu waktu, satu abjek. Seperti mustahilnya ada dan tiada 
bersatu pada satu objek, satu waktu, dan satu tempat. 

Dari pengertian di atas, para ahli fikih merumuskan maksud dari multi 
akad {‘uqud murakkabah ) yang mutanaqidhah, mutadhadah, dan mutanafiyah, 
yaitu: 

a. Satu hal dengan satu nama tidak cocok untuk dua hal yang berlawanan, 
maka setiap dua akad yang berlawanan tidak mungkin dipersatukan dalam 

24 Mahmud Hamid Utsman, Al-Qamus al-Mubin fi Ishthilahat al-U shuliyyin, hal. 197 juga Al- 
Jurjany, al-Ta’rifat, hal. 179 
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satu akad. 

b. Satu hal dengan satu nama tidak cocok untuk dua hal yang berlawanan, 
karena dua sebab yang saling menafikan akan menimbulkan akibat yang 
saling menafikan pula. 

c. Dua akad yang secara praktik berlawanan dan secara akibat hukum bertolak 
belakang tidak boleh dihimpun. 

d. Haram terhimpunnya akad jual beli dan sharf dalam satu akad. Mayoritas 
ulama Maliki berpendapat akadnya batal karena alasan ketentuan hukum 
kedua akad itu saling menafikan, yaitu bolehnya penundaan dan khiyar 
dalam jual beli, sedang dalam sharf, penundaan dan khiyat tidak dibolehkan. 

e. Ada dua pendapat mengenai terhimpunnya jual beli dan ijarah dan jual beli 
dengan sharf dengan satu imbalan ( ’iwadh ). Pertama mengatakan kedua 
akad batal karena hukum dua akad berlawanan dan tidak ada prioritas satu 
akad atas yang lain karenanya kedua akad itu tidak sah. Pendapat kedua 
mengatakan, sah kedua akad dan imbalan dibagi untuk dua akad sesuai 
dengan harga masih-masing objek akad. Penggabungan ini tidak 
membatalkan akad. 

f. Terhimpunnya dua akad atas obyek yang memiliki harga berbeda dengan 
satu imbalan (‘ iwadh ), seperti sharf dan bai’ atau menjual barang yang 
dinyatakan bahwa akad telah mengikat sebelum serah terima, hukumnya sah, 
karena keduanya dapat dimintakan imbalan sebagai harga masing-masing. 
Oleh karena itu, kedua akad tersebut boleh dimintakan imbalan secara 
bersamaan (bareng). Menurut pendapat yang lain tidak sah, karena ketentuan 
hukumnya berbeda. 

Dari pendapat ulama di atas disimpulkan bahwa multi akad yang 
mutanaqidhah, mutadhadah, dan mutanafiyah adalah akad-akad yang tidak 
boleh dihimpun menjadi satu akad. Meski demikian pandangan ulama terhadap 
tiga bentuk multi akad tersebut tidak seragam. 25 

5. Akad sejenis ( al - ’uqud al-mutajanisah) 


25 Al-‘Imrani, Al-’uqud al-Maliyah al-Murakkabah, hal. 64 
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Al-’uqud al-murakkabah al-mutajanisah adalah akad-akad yang mungkin 
dihimpun dalam satu akad, dengan tidak memengaruhi di dalam hukum dan 
akibat hukumnya. Multi akad jenis ini dapat terdiri dari satu jenis akad seperti 
akad jual beli dan akad jual beli, atau dari beberapa jenis seperti akad jual beli 
dan sewa menyewa. Multi akad jenis ini dapat pula terbentuk dari dua akad yang 
memiliki hukum yang sama atau berbeda. 

C. Hukum Multi Akad 

Status hukum multi akad belum tentu sama dengan status hukum dari akad- 
akad yang membangunnya. Seperti contoh akad bai’ dan salaf yang secara jelas 
dinyatakan keharamannya oleh Nabi. Akan tetapi jika kedua akad itu berdiri sendiri- 
sendiri, maka baik akad bai’ maupun salaf diperbolehkan. Begitu juga dengan 
menikahi dua wanita yang bersaudara sekaligus haram hukumnya, tetapi jika 
dinikahi satu-satu (tidak dimadu) hukumnya boleh. Artinya, hukum multi akad tidak 
bisa semata dilihat dari hukum akad-akad yang membangunnya. Bisa jadi akad-akad 
yang membangunnya adalah boleh ketika berdiri sendiri, namun menjadi haram 
ketika akad-akad itu terhimpun dalam satu transaksi. Ketentuan seperti ini pernah 
diutarakan oleh al-Syatiby, menurutnya: 

26 .j| jiiVI klU ^ I Jh (> *! 

Artinya: Penelitian terhadap hukum Islam menunjukkan bahwa dampak hukum dari 
sesuatu kumpulan (akad) tidak sama seperti saat akad itu berdiri sendiri-sendiri. 

Dapat disimpulkan bahwa hukum dari multi akad belum tentu sama dengan 
hukum dari akad-akad yang membangunnya. Dengan kata lain, hukum akad-akad 
yang membangun tidak secara otomatis menjadi hukum dari multi akad. 

Meski ada multi akad yang diharamkan, namun prinsip dari multi akad ini 
adalah boleh dan hukum dari multi akad diqiyaskan dengan hukum akad yang 
membangunnya ( £><^1 o^-f). Artinya setiap muamalat yang menghimpun 

beberapa akad, hukumnya halal selama akad-akad yang membangunnya adalah 
boleh. Ketentuan ini memberi peluang pada pembuatan model transaksi yang 
mengandung multi akad. Ketentuan ini berlaku umum, sedangkan beberapa hadis 

26 Al-Syatiby, Al-Muwafaqat, j. 3, hal. 144-146 
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Nabi dan nash-nash lain yang mengharamkan multi akad adalah ketentuan 
pengecualian. Hukum pengecualian ini tidak bisa diterapkan dalam segala praktik 
muamalah yang mengandung multi akad. 27 

Mengenai status hukum multi akad, ulama berbeda pendapat terutama 
berkaitan dengan hukum asalnya. Perbedaan ini menyangkut apakah multi akad sah 
dan diperbolehkan atau batal dan dilarang untuk dipraktikkan. Mengenai hal ini 
ulama berada dalam dua pendapat tersebut; membolehkan dan melarang. 

Mayoritas ulama Hanafiyah, sebagian pendapat ulama Malikiyah, ulama 
Syafi’iyah, dan Hanbali berpendapat bahwa hukum multi akad sah dan 
diperbolehkan menurut syariat Islam. Bagi yang membolehkan beralasan bahwa 
hukum asal dari akad adalah boleh dan sah, tidak diharamkan dan dibatalkan selama 
tidak ada dalil hukum yang mengharamkan atau membatalkannya. 28 

Menurut Ibn Taimiyah, hukum asal dari segala muamalat di dunia adalah 
boleh kecuali yang diharamkan Allah dan Rasulnya, tiada yang haram kecuali yang 
diharamkan Allah, dan tidak ada agama kecuali yang disyariatkan. 29 

Hukum asal dari syara’ adalah bolehnya melakukan transaksi multi akad, 
selama setiap akad yang membangunnya ketika dilakukan sendiri-sendiri hukumnya 
boleh dan tidak ada dalil yang melarangnya. Ketika ada dalil yang melarang, maka 
dalil itu tidak diberlakukan secara umum, tetapi mengecualikan pada kasus yang 
diharamkan menurut dalil itu. Karena itu, kasus itu dikatakan sebagai pengecualian 
atas kaidah umum yang berlaku yaitu mengenai kebebasan melakukan akad dan 
menjalankan perjanjian yang telah disepakati. 30 

Demikian pula dengan Ibn al-Qayyim, ia berpendapat bahwa hukum asal dari 
akad dan syarat adalah sah, kecuali yang dibatalkan atau dilarang oleh agama. 31 
Karena hukum asalnya adalah boleh, maka setiap akad dan syarat yang belum 
dijelaskan keharamannya oleh Allah tidak bisa dinyatakan sebagai haram. Allah 
telah menjelaskan yang haram secara rinci, karenanya setiap akad yang dinyatakan 


27 Nazih Hammad, al-’uqud al-Murakkabah, hal. 11-12 

28 Al-Tmrani, Al-’uqud al-Maliyah al-Murakkabah, hal. 69 

29 Ibn Taimiyah, Jami’ al-Rasail, '}. 2, hal. 317 

30 Nazih Hammad, al- ’uqud al-Murakkabah fi al-Fiqh al-Islamy, hal. 8 

31 Ibn al-Qayyim, f’ldm al-Muwaqqi’in,j. 1, hal. 344 
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haram harus jelas keharamannya seperti apa dan bagaimana. Tidaklah boleh 
mengharamkan yang telah dihalalkan oleh Allah atau dimaafkan, begitu pula tidak 
boleh menghalalkan yang telah diharamkan oleh-Nya. 32 

Al-Syatiby menjelaskan perbedaan antara hukum asal dari ibadat dan 
muamalat. Menurutnya, hukum asal dari ibadat adalah melaksanakan ( ta’abbud) apa 
yang diperintahkan dan tidak melakukan penafsiran hukum. Sedangkan hukum asal 
dari muamalat adalah mendasarkan substansinya bukan terletak pada praktiknya 
( iltifat ila ma’any). Dalam hal ibadah tidak bisa dilakukan penemuan atau 
perubahan atas apa yang telah ditentukan, sementara dalam bidang muamalat 
terbuka lebar kesempatan untuk melakukan perubahan dan penemuan yang baru, 
karena prinsip dasarnya adalah diperbolehkan ( al-idzn ) bukan melaksanakan 
{ta’abbud) . 33 

Pendapat ini didasarkan pada beberapa nash yang menunjukkan kebolehan 
multi akad dan akad secara umum. Pertama firman Allah dalam surat al-Maidah 
ayat 1 yang artinya: 

J jiaJlj ! jS jt 1 jlol (jjill IgJ L 

“Wahai orang-orang yang beriman penuhilah olehmu akad-akad” . (QS. Al-Maidah 
: 1 ) 


Ak hir kalimat di atas adalah akad-akad {‘uqud). Dalam ayat ini Allah 
memerintahkan agar orang yang beriman memenuhi akad antar mereka. Kata akad 
ini disebutkan secara umum, tidak menunjuk pada akad tertentu. Artinya, secara 
prinsip semua akad diperbolehkan oleh Allah dan orang mukmin wajib memenuhi 
akad itu. Karena itu, al-Jashash menafsirkan ayat ini bahwa orang mukmin dituntut 
memenuhi akad-akad, termasuk akad jual beli, sewa menyewa, nikah, dan segala 
yang termasuk dalam kategori akad. Jika ada perbedaan mengenai boleh tidaknya 
suatu akad, sah dan berlakunya suatu nadzar, ayat di atas dapat dijadikan dalil, 
karena keumuman ayat menunjukkan kebolehan segala bentuk akad, termasuk akad 
penjaminan ( kafalah ), sewa menyewa, jual beli, dan sebagainya. 34 

32 Ibn al-Qayyim, I’ldm al-Muwaqqi’tn, j. 1, hal. 383 

33 Al-Syatiby, al-Muwdfaqat, j. 1, hal. 284 

34 Abu Bakar Ahmad al-Razi al-Jashash, Ahkam al-Qur'an, j. 2, (Beirut: Dar al-Fikr, tt.), cet. ke-1, 
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Nash lain yang menjadi dasar pendapat kelompok ulama ini adalah surat al- 
Nisa’ ayat 29 yang menyebutkan: 

-t’i» Jj (jc. ojlkj jjt [JialjUj IjlStj V (jjill h 

“Hai orang-orang beriman janganlah kalian memakan harta-harta di antara kalian 
secara tidak benar kecuali atas dasar perniagaan dengan didasari saling rela di 
antara kalian”. (QS. Al-Nisa’ : 29) 


Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam perniagaan hanya disyaratkan suka 
sama suka. Ini berarti bahwa suka sama suka adalah dasar kehalalan memperoleh 
sesuatu. Jika kerelaan menjadi dasar bagi kehalalan, maka setiap aktivitas yang 
didasari kerelaan menjadi halal berdasarkan petunjuk al-Qur'an, selama tidak 
mengandung sesuatu yang diharamkan seperti perniagaan atas objek yang 
diharamkan, babi, khamr, barang najis dan sebagainya. Dari sini dapat disimpulkan 
bahwa hukum asal dari akad adalah boleh. 

Ayat lain yang menjadi dasar pertimbangan pendapat kelompok yeng 
menyatakan hukum asal dari akad adalah boleh berupa firman Allah dalam surat al- 
Baqarah ayat 275 yang menjelaskan: 

Uji! j ^ LSklj 

“Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (QS. Al-Baqarah : 275) 


Jual beli yang dihalalkan Allah adalah segala bentuk jual beli, kecuali yang 
telah nyata diharamkan. Karena itu, kegiatan yang berkaitan dengan transaksi 
kebendaan pada dasarnya diperbolehkan. 

Pendapat ini juga didukung oleh kaidah fikhiyah yang mengelompokkan akad, 
syarat, dan kegiatan keuangan lainnya sebagai kegiatan hubungan sosial. Dalam 
bidang ini berlaku kaidah umum al-ashlu fi al-mu ’amalah al-ibahah atau al- ‘adah 
muhakkamah. Berangkat dari sini, semua kegiatan sosial muamalah hukumnya 
boleh kecuali yang telah nyata jelas disebutkan keharamannya. 35 


hal. 418 

35 Lihat Ibn Taimiyah, Al-Qawa’d al-Nuraniyyah al-Fiqhiyyah, hal. 222 
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Pertimbangan lain dari pendapat pertama ini adalah tidak ditemukannya 
keterangan yang mengharamkan semua jenis akad atau syarat dalam agama. Yang 
dijelaskan adalah secara umum tentang halalnya akad dan tidak dijelaskan 
keharamannya, kecuali atas objek tertentu. Karena tidak ada penjelasan yang 
menyatakan haram, maka akad hukumnya halal. 

Ulama lain, terutama dari kalangan Dhahiriyyah mengharamkan multi akad. 
Menurut kalangan Dhahiriyah hukum asal dari akad adalah dilarang dan batal 
kecuali yang ditunjukkan boleh oleh agama. 

Kalangan Dhahiriyah beralasan bahwa Islam sudah sempurna, sudah 
dijelaskan apa yang diperlukan oleh manusia. Setiap perbuatan yang tidak 
disebutkan dalam nash-nasah agama berarti membuat ketentuan sendiri yang tidak 
ada dasarnya dalam agama. Dan perbuatan seperti ini dianggap melampaui batas 
agama, seperti dinyatakan dalam al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 229: 

k»'l ^ tSljJ jta 4JU! 3 jiuj (j mj 

“Barangsiapa melampaui ketentuan-ketentuan Allah, maka merekalah orang-orang 
yang dhalim”. (QS. Al-Baqarah : 229) 


Akad dan syarat yang tidak diajarkan oleh agama adalah bentuk tindakan 
melampaui ketentuan agama dan membuat hal baru dalam agama. Allah telah 
menyempurnakan turunnya Islam semasa Muhammad, seperti dijelaskan dalam 
surat al-Maidah ayat 3: 

“Pada hari ini telah Aku sempurnakan untukmu agamamu”. (QS. Al-Maidah : 3) 
Mendasarkan pada argument di atas, kalangan Dhahiriyah menyimpulkan 
bahwa hukum asal dari akad adalah dilarang, kecuali yang dinyatakan kebolehannya 
oleh agama. 

Dalil lain yang menguatkan pendapat Dhahiriyah ini adalah hadis Nabi 
Muhammad yang mengatakan: 

“Dari Aisyah, Nabi bersabda: Tiadalah sekelompok orang membuat syarat-syarat 
(perjanjian) yang tidak terdapat dalam al-Qur’an?. Setiap perjanjian yang tidak 
dinyatakan dalam al-Qur’an hukumnya batal, meskipun seratus perjanjian. 
Ketentuan Allah lebih benar dan perjanjian-Nya lebih kuat”. (HR. Bukhari) 
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Menurut hadis ini, semua akad, syarat, dan janji dilarang selama tidak sesuai 
dengan apa yang telah dijelaskan dalam al-Qur’an dan hadis Nabi. Artinya, akad 
yang dibolehkan hanyalah akad yang telah dijelaskan dalam dua sumber hukum 
tersebut . 36 

Istidlal dengan dalil-dalil yang dijadikan dasar oleh kalangan Dhahiriyah ini 
dapat dipatahkan dengan nash-nash lain dan relevansinya dengan kondisi 
perkembangan manusia terutama dalam bidang muamalah dan khususnya masalah 
kegiatan yang berkenaan dengan keuangan. Nash-nash yang disebutkan oleh 
pendapat pertama membuktikan bahwa agama tidak membatasi manusia secara 
sempit dalam urusan muamalahnya. Justru agama memberi peluang kepada manusia 
untuk melakukan inovasi dalam bidang muamalah agar memudahkan dalam 
kehidupan sehari-hari. Islam adalah agama yang memberi kemudahan bagi 
hambanya. Dan apa yang dijelaskan dalam nash dan hadis yang melarang di atas, 
bukan berarti menutup segala akad sehingga hukumnya haram. Justru akad-akad 
yang tidak disebutkan dalam al-Qur’an dan hadis bukannya dilarang, melainkan 
bagi umat Islam diberi kesempatan untuk melakukan inovasi. Seperti dalam hadis 
Nabi yang cukup dikenal, di mana Nabi menyerahkan urusan dunia kepada yang 
ahlinya. “Kalian lebih tahu dalam hal urusan dunia”, kata Nabi. 

Hadis ini memberi peluang kepada manusia untuk membuat akad yang bahkan 
baru sama sekali dan belum pernah dipraktikkan dalam zaman Nabi, selama akad itu 
tidak melanggar prinsip-prinsip dasar dalam agama. 

Dari sisi relevansi dengan kebutuhan zaman, pembaruan dan penemuan akad 
mutlak dibutuhkan. Perkembangan modern membuktikan bahwa banyak praktik 
muamalah dan transaksi keuangan yang belum pernah dipraktikkan pada masa Nabi 
dan tidak disebutkan secara jelas hukumnya dalam agama. Kebutuhan akad 
transaksi baru menjadi sebuah keniscayaan seiring dengan pertumbuhan manusia 
dan perkembangan ilmu dan teknologi. 

Kalangan Malikiyah dan Ibn Taimiyah berpendapat bahwa multi akad 
merupakan jalan keluar dan kemudahan yang diperbolehkan dan disyariatkan 
selama mengandung manfaat dan tidak dilarang agama. Karena hukum asalnya 


36 Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm, al-Muhalla, j. 5, (Kairo: Dar al-Turats, tt.), 
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adalah sahnya syarat untuk semua akad selama tidak bertentangan dengan agama 
dan bermanfaat bagi manusia. 37 

Dari paparan di atas, dapat diambil kesimpulan melalui metode muqdranah 
dan tarjih bahwa pendapat pertama lebih kuat dan sesuai dengan perkembangan 
zaman dibanding dengan pendapat kedua. Kesimpulan ini didasarkan atas beberapa 
pertimbangan: 

1 . Dalil yang digunakan pendapat pertama memiliki status yang kuat dan kejelasan 
makna yang dikandungnya. 

2. Kesesuaian dengan tujuan syariah ( maqashid syariah), yaitu adanya kemudahan 
dalam muamalah, keringanan dalam beban, dan memberi peluang inovasi. 

3. Relevansi dengan perkembangan zaman dan kebutuhan manusia akan transaksi 
dan akad-akad modem. 38 

Kebolehan multi akad yang didasarkan atas prinsip hukum asal dari akad 
adalah boleh dan hukum multi akad diqiyaskan dengan hukum akad-akad yang 
membangunnya, harus memperhatikan ketentuan-ketentuan agama yang 
membatasinya. Artinya, meskipun multi akad diperbolehkan, ada batasan-batasan 
yang tidak boleh dilanggar, karena batasan itu menjadi rambu bagi multi akad agar 
tidak terjerumus kepada praktik muamalah yang diharamkan. Batasan-batasan 
sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya adalah garis batas bagi praktik 
multi akad yang tidak boleh dilewati. 


D. Batasan-batasan dan Standar Multi Akad 

Para ulama yang membolehkan praktik multi akad bukan berarti membolehkan 
secara bebas, tetapi ada batasan-batasan yang tidak boleh dilewati. Karena batasan 
ini akan menyebabkan multi akad menjadi dilarang. Di kalangan ulama, batasan- 
batasan ini ada yang disepakati dan diperselisihkan. Secara umum, batasan yang 
disepakati oleh para ulama adalah sebagai berikut: 

1 . Multi akad dilarang karena nash agama 


37 Ibn Taimiyah, Nadzariyat al- ‘aqd, hal. 227 

38 Al-‘Imrani, Al-’uqud al-Maliyah al-Murakkabah, hal. 74 - 75 


18 



Multi Akad pada LKS 19 
Dalam hadis, Nabi secara jelas menyatakan tiga bentuk multi akad yang 
dilarang, yaitu multi akad dalam jual beli ( ba’i ) dan pinjaman £u), dua 

akad jual beli dalam satu akad jual beli (»■*».' j ^ of*#), dan dua transaksi 
dalam satu transaksi (»■**■' j u* u 

Dalam sebuah hadis disebutkan: 

39 (-laa.1 e! jj) i-iLi j ££ ije. <jl ^Li j AJc. (jc. e jjjA (jc. 

"Dan Abu Hurairah, Rasulullah melarang jual beli dan pinjaman". (HR. 
Ahmad) 

Suatu akad dinyatakan boleh selama objek, harga, dan waktunya diketahui 
oleh kedua belah pihak. Jika salah satu di antaranya tidak jelas, maka hukum 
dari akad itu dilarang. Imam al-Syafi’i memberi contoh, jika seseorang hendak 
membeli rumah dengan harga seratus, dengan syarat dia meminjamkan ( salaf) 
kepadanya seratus, maka sebenarnya akad jual beli itu tidak jelas apakah dibayar 
dengan seratus atau lebih. Sehingga harga dari akad jual beli itu tidak jelas, 
karena seratus yang diterima adalah pinjaman (‘ ariyah ). Sehingga penggunaan 
manfaat dari seratus tidak jelas; apakah dari jual beli atau pinjaman . 40 

Ibn Qayyim berpendapat bahwa Nabi melarang multi akad antara akad 
salaf (memberi pinjaman /qardh) dan jual beli, meskipun kedua akad itu jika 
berlaku sendiri-sendiri hukumnya boleh. Larangan menghimpun salaf dan jual 
beli dalam satu akad untuk menghindari terjurumus kepada riba yang 
diharamkan. Hal itu terjadi karena seseorang meminjamkan ( qardh ) seribu, lalu 
menjual barang yang bernilai delapan ratus dengan harga seribu. Dia seolah 
memberi seribu dan barang seharga delapan ratus agar mendapatkan bayaran dua 
ribu. Di sini ia memperoleh kelebihan dua ratus . 41 

Selain multi akad antara salaf dan jual beli yang diharamkan, ulama juga 
sepakat melarang multi akad antara berbagai jual beli dan qardh dalam satu 
transaksi . 42 Semua akad yang mengandung unsur jual beli dilarang untuk 

39 Imam Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal, Musnad Ahmad, j. 2, (Beirut: Dar al-Ihyai al-Turats al- 
'Araby, 1414 H), cet. ke-3, hal. 178 

40 Al-Syafi’i, Mukhtashar al-Muzaniy, (Bahamis al-Umm), j. 2, hal. 205 

41 Ibn Qayyim al-Jauziyyah, I’lam al-Muwaqqi’in ‘an Rab al-‘Alamtn, (Kairo: Maktabah Ibn 
Taimiyyah, tt.), j. 3, hal. 153 

42 Ibn Rusyd, Bidayat al-Mujtahid, j. 2, hal. 162 juga Ibn Qudamah, al-Mughniy, j. 6, hal. 334 
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dihimpun dengan qardh dalam satu transaksi, seperti antara ijarah dan qardh, 
salam dan qardh, sharf dan qardh, dan sebagainya. 

Meski penggabungan qardh dan jual beli ini dilarang, namun menurut al- 
‘Imrani tidak selamanya dilarang. Penghimpunan dua akad ini diperbolehkan 
apabila tidak ada syarat di dalamnya dan tidak ada tujuan untuk melipatkan 
harga melalui qardh. Seperti seseorang yang memberikan pinjaman kepada 
orang lain, lalu beberapa waktu kemudian ia menjual sesuatu kepadanya padahal 
ia masih dalam rentang waktu qardh tersebut. Yang demikian hukumnya 
boleh. 43 

Sedangkan larangan penghimpunan dua akad jual beli dalam satu akad jual 
beli didasarkan pada hadis Nabi yang berbunyi: 

44 eljj) (jfc <j]c. M ;Jli ajJjAi (jc. 

“Dari Abu Hurairah, berkata: “Rasulullah melarang dua jual beli dalam satu 
jual beli”. (HR. Malik) 

Banyak pendapat dari para ulama mengenai maksud dari dua jual beli 
dalam satu jual beli. Pendapat yang dipilih ( rajih ) dalam hal ini adalah pendapat 
yang mengatakan bahwa akad demikian menimbulkan ketidakjelasan harga dan 
menjerumuskan ke riba. Pendapat ini menafsirkan bahwa seseorang menjual 
sesuatu dengan dibayar secara cicil, dengan syarat pembeli harus menjual 
kembali kepada yang menjual dengan harga lebih rendah secara kontan. Akad 
seperti ini merupaka lulah dari terjerumus pada riba, dan sebenarnya tidak 
terjadi akad jual beli dalam transaksi tersebut. 

Jual beli seperti di atas dilarang manakala sebuah akad yang mengandung 
dua jual beli, salah satu dari jual beli itu dinyatakan sah dan mengikat (lazim) 
sebelum para pihak berpisah namun tidak ditentukan jual beli manakah yang 
dinyatakan sah dan mengikat tersebut. 'Illat larangan bentuk jual beli ini adalah 
ketidakpastian (jjA) yang timbul dari ketidakjelasan (klU*-) nilai harga. 

2. Multi akad sebagai lulah ribawi 


43 Al’hnrani, Al-’uqud al-Maliyah al-Murakkabah, hal. 180 

44 Imam Malik ibn Anas, Al-Muwaththa’ , j. 2, hal. 663 
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Multi akad yang menjadi lulah ribawi dapat terjadi melalui kesepakatan 
jual beli ‘inah atau sebaliknya dan lulah ribafadhl. 

a. al- ‘tnah 

Contoh ‘inah yang dilarang adalah menjual sesuatu dengan harga 
seratus secara cicil dengan syarat pembeli harus menjualnya kembali kepada 
penjual dengan harga delapan puluh secara tunai. Pada transaksi ini seolah 
ada dua akad jual beli, padahal nyatanya merupakan hilah riba dalam 
pinjaman ( qardh ), karena objek akad semu dan tidak factual dalam akad ini. 
Sehingga tujuan dan manfaat dari jual beli yang ditentukan syariat tidak 
ditemukan dalam transaksi ini. 

Ibn Qayyim menjelaskan bahwa agama menetapkan seseorang yang 
memberikan qardh (pinjaman) agar tidak berharap dananya kembali kecuali 
sejumlah qardh yang diberikan, dan dilarang menetapkan tambahan atas 
qardh baik dengan hilah atau lainnya. Demikian pula dengan jual beli 
disyariatkan bagi orang yang mengharapkan memberikan kepemilikan 
barang dan mendapatkan harganya, dan dilarang bagi yang bertujuan riba 
fadhl atau riba nasa', bukan bertujuan pada harga dan barang. 45 

Demikian pula dengan transaksi kebalikan ‘inah juga diharamkan. 
Seperti seseorang menjual sesuatu dengan harga delapan puluh tunai dengan 
syarat ia membelinya kembali dengan harga seratus tidak. Transaksi seperti 
ini telah menyebabkan adanya riba. 46 

b. Hilah ribafadhl 

Hal ini terjadi apabila seseorang menjual sejumlah (misalnya 2 kg 
beras) harta ribawi dengan sejumlah harga (misalnya Rp 10.000) dengan 
syarat bahwa ia -dengan harga yang sama (Rp 10.000)- harus membeli dari 
pembeli tadi sejumlah harta ribawi sejenis yang kadarnya lebih banyak 
(misalnya 3 kilogram) atau lebih sedikit (misalnya 1 kilogram). Transaksi 
seperti ini adalah model hilah ribafadhl yang diharamkan. 47 


45 Ibn al-Qayyim, I’lam al-Muwaqqi’in,j. 3, hal. 250 

46 Ibn Qudamah, Al-Mughniy, j. 6, hal. 263 juga Mansur bin Yunus bin Idris al-Bahuti, Kasyafal- 
Qana’ 'an Matn al-Iqna', j .3, (Beirut: Dar al-Fikr, 1402 H), hal. 174 

47 Ibn Qudamah, Al-Mughniy, j. 6, hal. 1 14 
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Transaksi seperti ini dilarang didasarkan atas peristiwa pada zaman 
Nabi di mana para penduduk Khaibar melakukan transaksi kurma kualitas 
sempurna satu kilo dengan kurma kualitas rendah dua kilo, dua kilo dengan 
tiga kilo dan seterusnya. Praktik seperti ini dilarang Nabi, dan beliau 
mengatakan agar ketika menjual kurma kualitas rendah dibayar dengan 
harga sendiri, begitu pula ketika membeli kurma kualitas sempurna juga 
dengan harga sendiri. 48 

Maksud hadis di atas, menurut Ibn Qayyim, adalah akad jual beli 
pertama dengan kedua harus dipisah. Jual beli kedua bukanlah menjadi 
syarat sempurnanya jual beli pertama, melainkan berdiri sendiri. Hadis di 
atas ditujukan agar dua akad itu dipisah, tidak saling berhubungan, apalagi 
saling bergantung satu dengan lainnya. 49 

3 . Multi akad menyebabkan j atuh ke riba 

Setiap multi akad yang mengantarkan pada yang haram, seperti riba, 
hukumnya haram, meskipun akad-akad yang membangunnya adalah boleh. 
Penghimpunan beberapa akad yang hukum asalnya boleh namun membawanya 
kepada yang dilarang menyebabkan hukumnya menjadi dilarang. Hal ini terjadi 
seperti pada contoh: 

a. Multi akad antara akad salaf dan jual beli 

Seperi dijelaskan sebelumnya, bahwa Nabi melarang multi akad antara 
akad jual dan salaf. Larangan ini disebabkan karena upaya mencegah 
(i dzari’ah ) jatuh kepada yang diharamkan berupa transaksi ribawi. 

Jumhur ulama melarang praktik multi akad ini, yakni terjadinya 
penghimpunan akad jual beli ( mu’dwadhah ) dengan pinjaman ( qardh ) 
apabila dipersyaratkan. Jika transaksi multi akad ini terjadi secara tidak 
disengaja diperbolehkan karena tidak adanya rencana untuk melakukan 
qardh yang mengandung riba. 50 


48 Imam Muslim, Sahih Muslim, j. 3, hal. 1208, juga Imam Bukhari, Sahih al-Bukhary,). 3, hal. 97 

49 Ibn al-Qayyim, I’ldm al-Muwaqqi’in, j. 3, hal. 238 

50 Abu Barakat Ahmad al-Dardir, Al-Syarh al-Kabir ‘ala al-Maqna’,j. 12, (Beirut: Dar al-Fikr, tt.), 
hal. 132, Abu Zakariya Yahya bin Syaraf al-Nawawy, Raudhat al-Thalibin, j. 3, (Beirut: Dar al-Kutub, 
1412 H), cet ke- 1, hal. 398 
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b. Multi akad antara qardh dan hibah kepada pemberi pinjaman (muqridh) 

Ulama sepakat mengharamkan qardh yang dibarengi dengan 
persyaratan imbalan lebih, berupa hibah atau lainnya. Seperti contoh, 
seseorang meminjamkan (memberikan utang) suatu harta kepada orang lain, 
dengan syarat ia menempati rumah penerima pinjaman ( muqtaridh ), atau 
muqtaridh memberi hadiah kepada pemberi pinjaman, atau memberi 
tambahan kuantitas atau kualitas obyke qardh saat mengembalikan. 
Transaksi seperti ini dilarang karena mengandung unsure riba. 

Apabila transaksi pinjam meminjam ini kemudian disertai hadiah atau 
kelebihan, tetapi dilakukan sendiri secara sukarela oleh orang yang diberi 
pinjaman, tanpa ada syarat dan kesepakatan sebelumnya hukumnya halal, 
karena tidak mengandung unsure riba di dalamnya. 51 

4. Multi akad terdiri dari akad-akad yang akibat hukumnya saling bertolak 
belakang atau berlawanan 

Kalangan ulama Malikiyah mengharamkan multi akad antara akad-akad 
yang berbeda ketentuan hukumnya dan/atau akibat hukumnya saling berlawanan 
atau bertolak belakang. Larangan ini didasari atas larangan Nabi 
menggabungkan akad salaf dan jual beli. Dua akad ini mengandung hukum yang 
berbeda. Jual beli adalah kegiatan muamalah yang kental dengan nuansa dan 
upaya perhitungan untung-rugi, sedangkan salaf adalah kegiatan sosial yang 
mengedepankan aspek persaudaraan dan kasih sayang serta tujuan mulia. Karena 
itu, ulama Malikiyah melarang multi akad dari akad-akad yang berbeda 
hukumnya, seperti antara jual beli dengan ju’alah, sharf, musaqah, syirkah, 
qiradh, atau nikah. 52 

Meski demikian, sebagian ulama Malikiyah dan mayoritas ulama non- 
Malikiyah membolehkan multi akad jenis ini. Mereka beralasan perbedaan 
hukum dua akad tidak menyebabkan hilangnya keabsahan akad. 53 Dari dua 


51 Ibn Qudamah, Al-Mughniy, j. 6, hal. 436, Ibn Taimiyah, Majmu’ Fatawa Ibn Taimiyyah, j. 29, 
hal. 334 

52 Al-‘Imrani, Al-’uqud al-Maliyah al-Murakkabah, hal. 181 - 182 

53 Ibn Juzayy, al-Qawanin al-Fiqhiyyah, Tahqiq: Abdullah al-Minsyawi, (Kairo: Dar al-Hadits, 
2005), hal. 209 - 210; al-‘Imrani, Al-’uqud al-Maliyah al-Murakkabah, hal. 126 
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pendapat ini, pendapat yang membolehkan multi akad jenis ini adalah pendapat 
yang unggul. 

Larangan multi akad ini karena penghimpunan dua akad yang berbeda 
dalam syarat dan hukum menyebabkan tidak sinkronnya kewajiban dan hasil. 
Hal ini terjadi karena dua akad untuk satu objek dan satu waktu, sementara 
hukumnya berbeda. Sebagai contoh tergabungnya antara akad menghibahkan 
sesuatu dan menjualnya. Akad-akad yang berlawanan ( mutadhadah ) inilah yang 
dilarang dihimpun dalam satu transaki. 

Dari paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa keharaman multi akad pada 
dasarnya disebabkan oleh tiga hal; dilarang agama atau lulah karena dapat 
menimbulkan ketidakpastian ( gharar ) dan ketidakjelasan (jahalah ), menjerumuskan 
ke praktik riba, dan multi akad yang menimbulkan akibat hukum yang bertentangan 
pada objek yang sama. Dengan kata lain, multi akad yang memenuhi prinsip syariah 
adalah multi akad yang memenuhi standar atau dhawabit sebagaimana telah 
dikemukakan. Demikian. Semoga bermanfaat. Wallahu a’lam. 

Ciputat, 28 Mei 2009/3 Jumadil Akhir 1430 
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